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ABSTRAK 

 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa 

Adminisrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiataan penataan dan penerbitan.Pada 

pengurusan pembuatan KTP-el terdapat adanya calo dan pungli dilakukan oleh oknum 

tertentu kepada masyarakat dan pengurusan administrasi kependudukan menggunakan 

waktu yang lama dan berbelit-belit.Rumusan masalah: 1) Apasajakah Kewenangan 

Ducapil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Perda 

Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman barat?2) Apasajakah kendala-kendala 

dihadapi Pegawai Ducapil diBidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

di Kabupaten Pasaman barat?3) Apa Sajakah Upaya-upaya yang dilakukan Ducapil 

dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman barat.Jenis penelitian digunakan yuridis 

sosiologis.Data meliputi data primer dan sekunder.Data terkumpul dianalisis secara 

kualitatif.Hasil Penelitian : 1.) Kewenangan Ducapil dalam Meningkatkan Pelayanan 

terhadap Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman 

barat belum terlaksana dengan baik. 2.)Kendala-kendala dihadapi Ducapil diBidang 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.SDM 

Pegawai di Ducapil banyak status (Tenaga Harian) sehingga keterbatasan pegawai, 

sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan terkait pelayanan administrasi 

sangat kurang seperti alat rekam, alat cetak KTP da KIA.3.)Adanya penambahan 

pegawai diducapil, pada daerah sulit diakses disediakan mobil keliling untuk 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Pasaman 

Barat 
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